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ABSTRAK 

 

 

PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK YANG 

MELAKUKAN KEKERASAN SECARA BERSAMA-SAMA HINGGA 

MENGAKIBATKAN KEMATIAN 

(STUDI PUTUSAN NOMOR 684/Pid.B/2023/PN Plg) 

 

 

HADI MAULANA 

 

Fenomena keterlibatan anak dalam tindak pidana kekerasan menunjukkan adanya 

kompleksitas antara penegakan hukum dan perlindungan hak anak. Penelitian ini 

bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana anak yang melakukan 

kekerasan secara bersama-sama hingga mengakibatkan kematian serta mengkaji 

pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 684/Pid.B/2023/PN Palembang. 

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana dapat dimintakan 

sepanjang terpenuhi unsur perbuatan melawan hukum, kesalahan, dan kemampuan 

bertanggung jawab. Dalam perkara yang dianalisis, majelis hakim menyatakan 

terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana 

pengeroyokan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Pertimbangan hakim 

didasarkan pada aspek yuridis berupa pemenuhan unsur pasal dan kecukupan alat 

bukti sesuai Pasal 183 dan Pasal 184 KUHAP dengan sistem pembuktian menurut 

undang-undang secara negatif, serta aspek non-yuridis berupa kondisi pribadi 

terdakwa, usia, dan dampak perbuatan terhadap korban dan masyarakat. Putusan 

tersebut mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan 

perlindungan hak anak, sekaligus menegaskan bahwa dalam tindak pidana berat 

yang mengakibatkan hilangnya nyawa, pertanggungjawaban pidana tetap 

ditegakkan demi perlindungan hak hidup manusia dan ketertiban hukum. 

 

Kata Kunci: Pertanggungjawaban pidana, anak, kekerasan, pertimbangan hakim, 

putusan pengadilan. 
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ABSTRACT 

 

 

CRIMINAL LIABILITY OF A CHILD WHO COMMITTED 

COLLECTIVE VIOLENCE RESULTING IN DEATH 

(A Study of Court Decision Number 684/Pid.B/2023/PN Palembang) 

 

 

dHADI MAULANA 

 

The involvement of children in violent criminal acts demonstrates the complexity 

between law enforcement and the protection of children’s rights. This study aims 

to analyze the criminal liability of a child who commits collective violence resulting 

in death and to examine judicial considerations in Court Decision Number 

684/Pid.B/2023/PN Palembang. The research employs normative legal research. 

The results show that criminal liability may be imposed provided that the elements 

of an unlawful act, fault, and capacity for responsibility are fulfilled. In the analyzed 

case, the panel of judges found that the defendant was legally and convincingly 

proven to have committed the crime of collective assault resulting in the victim’s 

death. Judicial considerations were based on juridical aspects, namely the 

fulfillment of the elements of the charged offense and the sufficiency of lawful 

evidence in accordance with Articles 183 and 184 of the Criminal Procedure Code 

through the negative statutory proof system, as well as non-juridical aspects such 

as the defendant’s personal condition, age, and the impact of the act on the victim 

and society. The decision reflects a balance between legal certainty, justice, and the 

protection of children’s rights, while also emphasizing that in serious crimes 

resulting in the loss of life, criminal liability must still be enforced to protect the 

right to life and maintain legal order. 

 

Key Words : Criminal liability, child, violence, judicial considerations, court 

decision. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum, artinya segala tindakan 

pemerintahan dan warga negara harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, 

sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Dalam konteks ini, seluruh 

elemen masyarakat, termasuk pejabat pemerintahan, memiliki kewajiban untuk 

mematuhi hukum yang berlaku. Hukum berperan sebagai sarana untuk mengatur 

tindakan manusia guna menciptakan ketertiban, keadilan, serta kesejahteraan 

bersama. Di tengah masyarakat yang majemuk dengan beragam kepentingan, 

hukum memiliki peran penting sebagai penjaga keseimbangan sosial.
1
 

Sebagai negara yang menjunjung supremasi hukum, Indonesia memiliki 

tujuan konstitusional yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu 

melindungi segenap bangsa dan seluruh wilayah Indonesia, meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut serta dalam 

mewujudkan ketertiban dunia yang didasarkan pada kemerdekaan, perdamaian 

abadi, dan keadilan sosial. Namun, dalam praktiknya, pencapaian tujuan tersebut 

masih menghadapi berbagai hambatan. Maraknya pelanggaran hukum dan 

meningkatnya angka kriminalitas mencerminkan adanya ketidaksesuaian antara 

norma ideal dengan kondisi nyata di tengah masyarakat.
2
 

 

 

 

 

 

1
 Jurdi, F. Hukum Tata Negara Indonesia. Kencana, Jakarta. 2019. Hal.79. 

2
 Mareta, Z.D., dkk. Kriminalitas Anak sebagai Perbuatan Pidana Dalam Perspektif 

Kriminologi. Jejak Pustaka, Yogyakarta. 2024. Hal.47. 
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Kekerasan semakin marak terjadi di masyarakat, dan yang 

mengkhawatirkan, bukan hanya perempuan dan anak menjadi korban, tapi anak-

anak juga bisa terlibat sebagai pelaku. Jika seorang anak melakukan tindak pidana, 

termasuk kekerasan berat, proses hukumnya tetap harus berjalan. Namun, 

penanganannya dilakukan melalui Sistem Peradilan Pidana Anak sesuai dengan 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, yang menekankan perlindungan dan 

pembinaan agar anak tetap punya harapan untuk masa depan yang lebih baik.
3
 

Data menunjukkan bahwa keterlibatan anak dalam tindak pidana bukan 

merupakan fenomena baru. Berdasarkan catatan Kementerian Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), sepanjang tahun 2022 terdapat 

lebih dari 10.000 kasus anak yang berkonflik dengan hukum (ABH), dengan 

sebagian besar kasus berkaitan dengan kekerasan fisik dan penganiayaan. Jumlah 

ini mencerminkan kegagalan peran sistem sosial dan keluarga dalam mencegah 

anak terlibat dalam tindakan kriminal, sekaligus menegaskan perlunya perbaikan 

dalam pendekatan hukum maupun sosial terhadap persoalan anak.
4
 

Dalam konteks hukum pidana, penganiayaan termasuk salah satu jenis 

kejahatan yang berkaitan erat dengan dinamika sosial masyarakat. Menurut RUU 

KUHP Pasal 144, tindak pidana mencakup tindakan seperti permufakatan jahat, 

percobaan melakukan kejahatan, serta peran sebagai pembantu dalam kejahatan. 

Para pakar hukum seperti M.H. Tirtaamidjaja dan P.A.F. Lamintang 

menggambarkan penganiayaan sebagai tindakan yang sengaja menimbulkan rasa 

 

3
 Mulyadi, L. Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia. Penerbit Alumni, Indonesia. 

2023. Hal.90. 
4
  Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 2022. 

https://www.kemenpppa.go.id/. 

https://www.kemenpppa.go.id/
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sakit atau luka pada orang lain. Apabila tindakan tersebut dilakukan oleh anak-anak, 

baik secara individu maupun dalam kelompok, maka penanganan hukumnya harus 

disesuaikan dengan prinsip-prinsip khusus dalam sistem peradilan pidana anak.
5
 

Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) 

mengedepankan pendekatan keadilan restoratif dan upaya diversi sebagai alternatif 

dari jalur peradilan konvensional, dengan tujuan mengurangi dampak buruk 

terhadap anak. Namun, pelaksanaan prinsip-prinsip ini belum sepenuhnya efektif, 

khususnya dalam kasus kekerasan berat yang mengakibatkan kematian.
6
 

Salah satu contoh kasus yang mencerminkan kompleksitas permasalahan ini 

adalah Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 684/Pid.B/2023/PN Plg. 

Dalam perkara tersebut, seorang anak terlibat dalam tindakan kekerasan secara 

bersama-sama yang berujung pada kematian korban. Berdasarkan fakta 

persidangan, peristiwa bermula ketika terdakwa anak bersama beberapa temannya 

secara spontan melakukan pemukulan terhadap korban menggunakan tangan 

kosong dan alat berupa balok kayu setelah terjadi cekcok di lingkungan tempat 

tinggal mereka. Korban sempat melarikan diri, namun terus dikejar dan kembali 

menjadi sasaran pemukulan. Akibat dari kekerasan yang dilakukan secara bersama-

sama tersebut, korban mengalami luka berat dan dinyatakan meninggal dunia tidak 

lama setelah kejadian. Peristiwa ini memunculkan pertanyaan krusial mengenai 

batas pertanggungjawaban pidana bagi anak, terutama dalam konteks penyertaan 

 

 

5
 Karina, I., dkk. Hukum Pidana (Tindak Pidana Tertentu Dalam KUHP). PT Sonpedia 

Publishing Indonesia, Padang. 2024. Hal.50. 
6
 Susilo, E. Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia: Pertentangan Antarnorma 

dan Relevansinya dalam Praktik Peradilan di Indonesia. Lautan Pustaka, Yogyakarta. 2023. 

Hal.151. 
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(deelneming) dalam tindak pidana yang mengakibatkan kematian, serta bagaimana 

prinsip perlindungan anak dan keadilan restoratif dapat diterapkan secara adil 

dalam proses hukum terhadap anak yang terlibat dalam kejahatan berat. 

Dalam konteks pertanggungjawaban pidana anak, konsep doli incapax, 

yakni ketidakmampuan anak untuk menyadari konsekuensi dari tindakannya, 

menjadi landasan yang signifikan. Evaluasi terhadap kapasitas anak untuk 

bertanggung jawab secara hukum harus memperhitungkan tahap perkembangan 

psikologis dan sosial yang sedang dialaminya. Oleh karena itu, penanganan kasus 

yang melibatkan anak memerlukan pendekatan lintas disiplin—meliputi bidang 

hukum, psikologi, sosiologi, serta pendidikan—untuk memastikan proses yang 

tepat dan berkeadilan.
7
 

Selaras dengan pandangan tersebut, Muladi menegaskan bahwa penerapan 

keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak harus dilakukan dengan 

memenuhi syarat-syarat tertentu. Pendekatan ini memberi ruang bagi korban untuk 

menerima ganti rugi atau pemulihan, mendorong pelaku untuk menyadari dampak 

dari tindakannya dan mengambil tanggung jawab secara konstruktif, serta memberi 

kesempatan kepada masyarakat untuk memahami akar penyebab terjadinya 

kejahatan, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan sosial dan mencegah 

terulangnya tindak pidana.
8
 

Mengingat kompleksitas permasalahan yang ada, analisis mengenai 

pertanggungjawaban pidana anak dalam kasus kekerasan bersama yang berujung 

 

7
 Arifin, I. S., dan Rozah, U. 2021. Konsep Doli In Capax Terhadap Anak yang Berhadapan 

dengan Hukum di Masa Depan. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia. Vol. 3(1): 1-17. 
8
 Muladi. 2019. Implementasi Pendekatan “Restorative Justice” dalam Sistem Peradilan 

Pidana Anak. Jurnal Pembaharuan Hukum Pidana. Vol. 2(2): 58-84. 
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pada kematian menjadi sangat relevan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami 

bagaimana hakim mempertimbangkan berbagai aspek saat menjatuhkan putusan 

terhadap anak yang terlibat dalam kekerasan bersama hingga menyebabkan 

kematian, seperti yang tercermin dalam Putusan Nomor 684/Pid.B/2023/PN Plg. 

Selain itu, kajian ini juga membahas bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana 

bagi anak dalam kasus semacam ini menurut hukum yang berlaku di Indonesia. 

Berdasarkan Putusan Nomor 684/Pid.B/2023/PN Palembang, majelis hakim 

menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 

melakukan tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan korban meninggal 

dunia. Atas perbuatannya tersebut, hakim kemudian menjatuhkan pidana penjara 

selama 8 tahun kepada terdakwa. Masa penangkapan dan penahanan yang telah 

dijalani diperhitungkan secara penuh dan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan, 

serta menetapkan bahwa terdakwa tetap berada dalam tahanan. Selain itu, majelis 

hakim juga membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar 

Rp5.000.000,00. Putusan ini mencerminkan pertanggungjawaban pidana terhadap 

tindakan kekerasan yang menimbulkan akibat fatal berupa hilangnya nyawa 

seseorang. 

B. Rumusan Masalah 

 

Dengan mempertimbangkan uraian di atas, permasalahannya dapat 

dirumuskan sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang melakukan 

kekerasan secara bersama-sama yang mengakibatkan kematian (Studi Putusan 

Nomor 684/Pid.b/2023/PN Plg)? 
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2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara anak yang terlibat 

dalam kekerasan secara bersama-sama hingga mengakibatkan kematian (Studi 

Putusan Nomor 684/Pid.b/2023/PN Plg)? 

C. Ruang Lingkup 

 

Skripsi ini fokus pada bagaimana anak-anak yang terlibat dalam kekerasan 

bersama hingga mengakibatkan kematian bertanggung jawab secara hukum, 

dengan studi khusus pada Putusan Nomor 684/Pid.B/2023/PN Plg. Selain itu, 

skripsi ini juga membahas pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan hakim saat 

memutus kasus anak-anak dalam situasi seperti ini. 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

 

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

1. Untuk menganalisis dan menjelaskan pertanggungjawaban tindak pidana 

terhadap anak yang melakukan kekerasan secara bersama-sama yang 

mengakibatkan kematian (Studi Putusan Nomor 684/Pid.b/2023/PN Plg). 

2. Untuk memahami dan menganalisis bentuk pertimbangan hakim dalam 

memutus perkara anak yang terlibat dalam kekerasan secara bersama-sama 

hingga mengakibatkan kematian (Studi Putusan Nomor 684/Pid.b/2023/PN Plg). 

Sedangkan untuk manfaat penelitiannya terbagi menjadi 2, yaitu: 

 

1. Manfaat Teoritis 

Memberikan sumbangan penting untuk memperkaya ilmu hukum pidana, 

terutama dalam memahami bagaimana hukum memandang tanggung jawab anak-

anak dalam kasus kekerasan bersama. 
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2. Manfaat Praktis 

 

Menjadi bahan masukan bagi aparat penegak hukum dalam menangani 

perkara anak yang melakukan tindak pidana berat. Menjadi referensi bagi 

akademisi dan masyarakat dalam memahami dinamika pertanggungjawaban pidana 

terhadap anak. 

E. Kerangka Konseptual 

 

Adapun kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah: 

1. Pertanggungjawaban Pidana 

 

Pertanggungjawaban pidana adalah konsep dasar dalam hukum pidana yang 

menyatakan bahwa seseorang hanya bisa diminta pertanggungjawaban atas tindak 

pidana jika terpenuhi beberapa unsur, yakni adanya perbuatan melawan hukum, 

adanya kesalahan (dolus atau culpa), serta kemampuan untuk bertanggung jawab. 

Dalam kasus anak-anak, pertanggungjawaban pidana harus memperhatikan aspek 

usia, tingkat kematangan psikologis, dan kemampuan anak dalam memahami 

konsekuensi dari tindakannya.
9
 

2. Pengertian Anak 

 

Menurut Andi Muhammad Sofyan dkk, dalam sistem peradilan pidana anak 

di Indonesia, ―anak‖ adalah individu yang berusia antara 12 sampai dengan di 

bawah 18 tahun, mendapat perlakuan khusus karena belum dewasa secara hukum 

dan psikologis. Definisi ini sejalan dengan UU-SPPA yang menjadi kerangka 

perlindungan dan penanganan pidana yang bersifat edukatif dan korektif.
10

 

 

9
 Hasudungan Sinaga. 2024. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penganiayaan Secara 

Bersama-sama yang Mengakibatkan Kematian. IBLAM Law Review. Vol. 4(1): 49-57. 
10

 Sofyan A.M., Haeranah, dan Bakhtiar, H. S. 2019. Criminal Justice System of Children 

in Indonesia. IOSR Journal Of Humanities And Social Science. Vol. 24(9): 1-7. 
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3. Pengertian Kekerasan 

 

Berdasarkan penelitian R.A Steffie Rossellini dan R. Rahaditya kekerasan 

fisik dalam konteks pidana adalah tindakan yang dilakukan secara bersama-sama 

(pengeroyokan) yang melibatkan penggunaan kekuatan atau alat, menyebabkan 

cedera, penderitaan, atau bahkan kematian. 
11

 Kekerasan dalam konteks ini 

mencakup penganiayaan yang diarahkan pada perorangan oleh satu atau lebih 

pelaku.
12

 

4. Pengertian Kekerasan Secara Bersama-Sama 

 

Menurut Gafur dkk, kekerasan secara bersama-sama diartikan sebagai 

pengeroyokan yang dilakukan oleh beberapa pelaku secara kolektif dan terbuka, 

sesuai dengan unsur Pasal 170 KUHP.
13

 Unsur tersebut meliputi: 

1. Dilakukan oleh dua orang atau lebih (arbeid samen). 

 

2. Dilakukan secara terbuka (openlijk). 

 

3. Ada kekerasan terhadap orang atau barang. 

 

F. Review Studi Terdahulu yang Relevan 

 

Beberapa penelitian sebelumnya yang menjadi dasar dan referensi bagi 

penulis dalam mengkaji dan menyelesaikan masalah pada penelitian ini, yaitu 

sebagai berikut: 

 

 

 

11
 Rossellini, R. A. S., dan Rahaditya, R. 2024. Analisis Tindak Pidana Kekerasan Kepada 

Orang Lain Secara Bersamaan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor: 

210/Pid.B/2019/PN Mam). Unes Law Review. Vol. 6(4): 10651-10657. 
12

 Hasudungan Sinaga. 2024. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penganiayaan Secara 

Bersama Sama yang Mengakibatkan Kematian. IBLAM Law Review. Vol. 4(1): 49-57. 
13

 Gafur, A.A., Basoddin., dan Arifin, D. 2023. Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana 

Kekerasan yang Dilakukan Secara Bersama-Sama (Studi Putusan Pn. Andoolo No. 

82/Pid.B/2020/Pn.Adl). Sultra Law review. Vol 5(1): 2539-2555. 
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Tabel 1. Hasil Penelitian Sebelumnya 
 

No. Nama Penulis 

dan Tahun 

Judul Jurnal Pembahasan 

1. Kusumawati dkk 

(2022) 

Pertanggungjawab 

an Pidana 

Terhadap 

Pengeroyokan 

Oleh Anak di 

Bawah  Umur 

Mengakibatkan 

Kematian 

Membahas bagaimana anak-

anak di bawah umur 

bertanggung jawab secara 

hukum    atas    kasus 

pengeroyokan, serta 

menggali faktor-faktor yang 

menyebabkan kekerasan 

terjadi di Desa Angantaka, 

Badung. 

2. Riskiyono dkk 

(2024) 

Analisis 

Pertanggungjawab 

an Pelaku Tindak 

Pidana Pencurian 

dengan Kekerasan 

Dilakukan Secara 

Bersama-Sama 

Berakibat 

Kematian 

Membahas kasus pencurian 

dengan kekerasan yang 

sampai menyebabkan 

hilangnya nyawa seseorang, 

di mana tindakan ini 

dianggap sebagai pencurian 

dengan pemberatan atau 

pencurian yang hukuman 

bagi pelakunya lebih berat 

karena  akibatnya  sangat 

serius. 

 

 

Berdasarkan tabel diatas, maka yang membedakan penelitian saya dengan 

penelitian sebelumnya adalah pada penelitian pertama yang dilakukan oleh Ayu 

Ratih Indra Kusumawati yang berjudul ―Pertanggungjawaban Pidana Terhadap 

Pengeroyokan Oleh Anak di Bawah Umur Mengakibatkan Kematian‖ berfokus 

pada pertanggungjawaban pidana terhadap anak pelaku penganiayaan berupa 
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tindakan pengeroyokan yang menyebabkan kematian, namun tindak pidananya 

dilakukan oleh satu orang anak (bukan bersama-sama) dan konteksnya terbatas 

pada wilayah Desa Angantaka, Badung. 

Penelitian kedua oleh Riskiyono berjudul ―Analisis Pertanggungjawaban 

Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan Dilakukan Secara Bersama-

Sama Berakibat Kematian‖ membahas tentang kasus pencurian dengan kekerasan 

yang dilakukan bersama-sama hingga menyebabkan kematian. Namun, penelitian 

ini tidak secara khusus mengulas peran anak-anak sebagai pelaku dalam konteks 

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.. 

Sementara itu, penelitian saya fokus pada kajian terhadap 

pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku tindak kekerasan yang dilakukan 

secara bersama-sama hingga menyebabkan kematian, yang dianalisis berdasarkan 

Putusan Nomor 684/Pid.B/2023/PN Plg, dan pertimbangan hakim dalam memutus 

perkara anak yang terlibat dalam kekerasan secara bersama-sama hingga 

mengakibatkan kematian. 

G. Metode Penelitian 

 

1. Jenis Penelitian 

 

Jenis penelitian yang diterapkan adalah penelitian hukum normatif yang 

mempelajari norma-norma hukum yang berlaku seperti undang-undang, doktrin, 

dan putusan pengadilan, sekaligus menelaah bagaimana hukum tersebut 

diimplementasikan dalam praktik, terutama melalui analisis putusan pengadilan.
14

 

 

 

14
 Benuf, K., dan Azhar. M. 2020. Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen 

Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. Jurnal Gema Keadilan. Vol 7(1): 20-33. 
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2. Sumber Data 

 

Dalam penulisan skripsi ini, sumber data yang digunakan berasal dari bahan 

hukum primer, sekunder, dan tersier sebagai acuan utama: 

a. Bahan Hukum Primer 

 

Bahan hukum primer yang dipakai dalam penelitian ini meliputi Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta Putusan Nomor 

684/Pid.B/2023/PN Plg.. 

b. Bahan Hukum Sekunder 

 

Bahan hukum sekunder diperoleh dari berbagai buku, jurnal hukum, serta 

skripsi, tesis, atau disertasi sebelumnya yang relevan, yang dapat dijadikan referensi 

dan disesuaikan dengan rumusan masalah dalam penelitian ini. 

c. Bahan Hukum Tersier 

 

Sumber hukum tersier yang dipakai dalam penulisan skripsi ini meliputi 

kamus, ensiklopedia, jurnal akademik, koran, pendapat para pakar, serta sumber 

dari situs internet. 

3. Metode Pengumpulan Data 

 

Untuk pengumpulan data dalam penelitian ini penulis menggunakan cara 

sebagai berikut: 

a. Studi Kepustakaan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data sekunder yang relevan 

dengan penulisan skripsi, melalui kegiatan membaca, menelaah, dan mempelajari 
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peraturan perundang-undangan, serta mempelajari literatur dan hasil penelitian 

yang terkait dengan topik penelitian ini. 

b. Studi Lapangan 

 

Studi lapangan dilakukan guna mengumpulkan data primer yang aktual 

melalui wawancara langsung dengan hakim, jaksa, atau aparat hukum terkait, 

dengan tujuan memperoleh data empiris serta pandangan professional. 

4. Analisis Data 

Analisis dilakukan dengan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu 

menggambarkan dan menjelaskan isi bahan hukum, kemudian menghubungkannya 

dengan kasus nyata serta prinsip-prinsip hukum pidana anak, guna menghasilkan 

kesimpulan yang logis dan terstruktur. 

H. Sistematika Penelitian 

 

Skripsi ini terdiri dari empat bab, yang masing-masing membahas pokok-

pokok masalah secara terpisah namun tetap saling berkaitan, sesuai dengan alur 

sistematika penelitian berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

 

Bab ini akan menguraikan latar belakang, perumusan masalah, batasan 

ruang lingkup, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, tinjauan 

terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian yang 

digunakan, serta tata cara penulisan skripsi. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini akan menguraikan tinjauan pustaka yang membahas mengenai anak 

yang terlibat dalam tindak kekerasan bersama-sama yang berakibat pada kematian. 



 

 

 

 

 

Adapun tinjauan pustaka yang akan dibahas di bab ini yaitu sebagai berikut: 

 

1. Tindak Pidana 

 

2. Pertanggungjawaban Pidana 

 

3. Tindak Pidana Kekerasan 

 

4. Pengertian Anak 

 

5. Putusan Pengadilan 

 

BAB III PEMBAHASAN 

Bab ini akan membahas bagaimana pertanggungjawaban pidana anak 

sebagai pelaku tindak kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama hingga 

menyebabkan kematian, yang dianalisis berdasarkan Putusan Nomor 

684/Pid.B/2023/PN Plg, dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara anak 

yang terlibat dalam kekerasan secara bersama-sama hingga mengakibatkan 

kematian. 

BAB IV PENUTUP 

 

Bab ini merupakan bagian akhir yang memuat kesimpulan serta 

rekomendasi yang berkaitan dengan berbagai permasalahan yang telah dibahas 

sebelumnya. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 
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